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ABSTRACT

Quality public services are crucial for achieving societal well-being. In Indonesia, public
services still face various challenges that hinder their efficiency and effectiveness. To improve
service quality, the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency
(Kementerian ATR/BPN) is implementing bureaucratic reforms focusing on public service
innovation. One such innovation is the Weekend Land Services (Pelataran) program, launched by

the Regional Office of BPN South Sulawesi Province, specifically the Gowa District Land Office.

The Pelataran program aims to facilitate public access to land services on weekends,
reducing dependency on brokers and enhancing public satisfaction with the services provided. This
study aims to evaluate the effectiveness of the Pelataran program through several aspects: types of
land registration, the Public Satisfaction Index (IKM), challenges faced by employees, and

employees' responses to the implementation of this program.

The research method used is descriptive quantitative with a survey approach and secondary
data analysis. Data were collected through questionnaires distributed to users of the Pelataran

service and interviews with employees of the Gowa District Land Office.

The results show that the Pelataran program effectively increases public access to land
services and receives positive responses from employees. However, several challenges need to be
addressed to improve service quality. These findings are expected to provide input for the Ministry
of ATR/BPN in its efforts to continuously innovate public services and accelerate the land

registration process in Indonesia.

Keywords: public service, innovation, bureaucratic reform, Weekend Land Services, Public

Satisfaction Index.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan layanan publik oleh pemerintah menjadi fokus utama karena keterkaitannya
yang erat dengan memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas. Layanan publik yang dikelola oleh
pemerintah daerah memainkan peran krusial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
(Mogues dkk., 2023). Pelayanan publik harus optimal untuk meringankan beban masyarakat.
Namun, di Indonesia, implementasinya belum mencapai standar yang diharapkan oleh publik.
Masih ada banyak kelemahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah
(Cahyaningrum dan Nugroho, 2019).

Kualitas pelayanan publik sangat tergantung pada kemampuan penyedia layanan untuk
secara konsisten memenuhi harapan penerima layanan. Artinya, ketika masyarakat menerima
layanan yang memenuhi atau bahkan melebihi harapan mereka, layanan tersebut dianggap baik
dan memuaskan. Sebaliknya, jika layanan yang diterima tidak sesuai dengan harapan yang
diharapkan, maka layanan tersebut akan dianggap buruk dan tidak memuaskan masyarakat
(Tjiptono, 2016). Oleh karena itu, diperlukan peningkatan terus-menerus dalam pelayanan publik
oleh pemerintah. Inovasi menjadi kunci utama dalam upaya mempermudah kehidupan masyarakat.
Hal ini sangat penting mengingat adanya tantangan dalam lingkungan sektor publik yang kurang
kompetitif, yang dapat menghambat perkembangan sektor pelayanan publik. Sesuai dengan
Peraturan Menteri PANRB No. 30 Tahun 2014, inovasi dalam pelayanan publik tidak hanya
mencakup penciptaan yang baru, tetapi juga melibatkan peningkatan kualitas serta perluasan dari

layanan publik yang sudah ada sebelumnya.

Pemerintah berupaya mewujudkan pelayanan publik yang efektif melalui pelaksanaan
reformasi birokrasi pertama di lingkungan instansi pemerintah. Reformasi ini bertujuan untuk
membentuk birokrasi yang profesional dengan ciri-ciri yang mencakup integritas yang kuat,
kinerja tinggi, kebebasan dari praktik KKN, kemampuan yang memadai dalam melayani publik,
netralitas, kesejahteraan, dedikasi yang tinggi, serta komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai dasar

dan kode etik aparatur negara. Kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan publik



telah menciptakan banyak kelemahan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, saat ini semua
lembaga pemerintah diharapkan untuk melaksanakan reformasi birokrasi, terutama dalam lembaga
yang secara langsung terlibat dalam pelayanan publik. Berdasarkan permen ATR/BPN nomor 27
tahun 2021 tentang road map reformasi birokrasi, salah satu lembaga yang melaksanakan dan
menerapkan reformasi birokrasi adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional (Kementerian ATR/BPN), sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1960 Pasal 19 tentang pendaftaran tanah.

Pendaftaran tanah merupakan bagian dari pelayanan publik. Menurut Sibuea (2011),
pendaftaran tanah merupakan inisiatif dari Pemerintah untuk menjamin kepastian hukum. Hal ini
dianggap penting untuk memfasilitasi penertiban kepemilikan tanah secara efektif. Tehupeiory
(2012) menjelaskan bahwa proses pendaftaran tanah dilakukan melalui dua sistem: Pendaftaran
Tanah Sistematik, yang melibatkan pendaftaran secara serentak untuk semua objek tanah yang
belum terdaftar di suatu wilayah desa atau kelurahan, dan Pendaftaran Tanah Sporadik, yang
mencakup pendaftaran individu atau massal untuk satu atau beberapa objek tanah dalam wilayah

yang sama.

Pendaftaran tanah sering kali terkait dengan permasalahan pendaftaan tanah. Masyarakat
sering kali menunda proses pengurusan sertipikat tanah karena kompleksitas dan waktu yang
dibutuhkan Muslikan (2023). Beberapa memilih untuk menggunakan jasa calo meskipun dengan
biaya lebih tinggi, sebagai solusi cepat. Namun, dengan maraknya penipuan yang dilakukan oleh
calo, banyak individu yang tidak hanya gagal mendapatkan sertipikat tetapi juga mengalami
kerugian finansial yang besar. Keluhan dari masyarakat yang meningkat di platform pengaduan
dan laporan media tentang penipuan calo menjadi sorotan. Menyikapi hal ini, Menteri Agraria dan
Tata Ruang/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto, menekankan perlunya Kantor Pertanahan memberikan
prioritas pelayanan kepada pemohon mandiri, bukan melalui calo. Dia juga mendorong Kantor
Pertanahan untuk tetap buka di akhir pekan guna memfasilitasi para pemohon yang kesulitan

mengurusnya di hari kerja karena harus bekerja.

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari
24 Kantor Pertanahan di setiap Kabupaten/Kota. Salah satu dari tiga Kantor Pertanahan di Provinsi
Sulawesi Selatan, yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, telah memperkenalkan Pelayanan

Pertanahan Akhir Pekan (Pelataran). Inovasi ini mencakup proses permohonan balik nama,
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permohonan Roya (hapusnya Hak Tanggungan), permohonan peningkatan Hak Guna
Bangunan/Hak Pakai menjadi Hak Milik untuk rumah tinggal, serta verifikasi sertipikat. Pelataran
diadakan pada hari Sabtu dan Minggu dengan tujuan agar masyarakat memiliki waktu lebih banyak
untuk mendapatkan layanan pertanahan. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong masyarakat
mengurus administrasi pertanahan secara langsung tanpa perantara. Selain itu, pelataran
diharapkan dapat mengurangi jumlah berkas yang tertunda atau mengurangi beban kerja pegawai

Kantor Pertanahan, sehingga meningkatkan kualitas pendaftaran tanah.

Berdasarkan indikator kesejahteraan rakyat yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik
Kabupaten Gowa Tahun 2023 tercantum bahwa angkatan kerja yang berarti penduduk dengan
umur 15 tahun keatas yang dinilai produktif dalam bekerja memiliki angka pekerja 424.943 dari
total angkatan kerja 439.271 dan yang termasuk kategori pengangguran terbuka sebanyak 14.328.
Apabila angka tersebut dikonversikan menjadi persentase maka persentase angka pekerja di
Kabupaten Gowa adalah 96,74%, dan persentase pengangguran terbuka adalah 3,26%. Dari
persentase tersebut Kabupaten Gowa memiliki persentase angka pekerja yang cukup tinggi, dalam
hal ini sejalan dengan target pemohon dari Pelataran yakni pemohon yang bekerja ketika hari kerja,
salah satu tujuan diadakan Pelataran adalah untuk pemohon yang hanya memiliki waktu luang di
akhir pekan atau ketika sedang tidak bekerja. Pelataran ini diharapkan mampu membantu
masyarakat yang hanya memiliki waktu luang di akhir pekan dan juga masyarakat dapat

mendaftarkan permohonannya sendiri tanpa menggunakan jasa calo.

B. Rumusan Masalah

1. Berapa besar rata-rata jenis pendaftaran tanah melalui Pelataran di Kantor Pertanahan
Kabupaten Gowa?

2. Berapa besar Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan pertanahan melalui
Pelataran di Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa ?

3. Bagaimana kendala yang dihadapi pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa terhadap
Pelataran dan bagaimana solusinya ?

4. Bagaimana respon pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa dalam melaksanakan tugas

Pelataran ?



C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1) Tujuan Penelitian
Berdasarkan Rumusan Masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan yang ingin dicapai oleh
peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Untuk mengetahui berapa besar rata-rata jenis pendaftaran tanah melalui Pelataran
di Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa.
b. Untuk mengetahui berapa besar Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan
pertanahan melalui Pelataran.
c. Untuk mengetahui apa saja problematika yang dihadapi pegawai Kantor
Pertanahan Kabupaten Gowa terhadap Pelataran dan menemukan solusinya.
d. Untuk mengetahui bagaimana respon pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa

dalam melaksanakan tugas Pelataran.

2) Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:

a) Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi untuk penelitian selanjutnya.
Hal ini sejalan dengan masih kurangnya penelitian di bidang pelayanan pelataran atau
pelayanan akhir pekan. Terkhusus pada bidang pelayanan pertanahan akhir pekan dan
dampaknya terhadap indeks kepuasan Masyarakat

b) Manfaat Praktis
Bagi Kementerian ATR/BPN penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan
dan bahan pertimbangan untuk terus melakukan inovasi kedepannya baik dalam
pelayanan publik maupun layanan percepatan pendaftaran tanah. Bagi Masyarakat,
penelitian ini dihaarapkan dapat menambah wawasan dan memberikan informasi

sehingga layana pelataran dapat lebih dikenal oleh Masyarakat luas.



BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pelataran merupakan salah satu inovasi yang dihadirkan oleh Kementerian Agraria dan
Tata Ruang dalam rangka meningkatkan pelayanan Pendaftaran Tanah dalam lingkup
Kementerian Agraria dan Tata Ruang, dalam hal ini dilakukan pada 107 Kantor
Pertanahan yang tersebar di seluruh Indonesia salah satunya di Kantor Pertanahan
Kabupaen Gowa. Pelataran diharapkan mampu menjawab permasalahan masyarakat
dalam mendaftarkan berkas permohonannya di Kantor Pertanahan, permasalahan
tersebut adalah permasalahan masyarakat yang hanya mempunyai waktu di akhir pekan
sehingga Pelataran hadir di Kantor Pertanahan agar masyarakat tetap dapat
mendaftarkan berkas permohonannya di akhir pekan. Setelah dilakukan perhitungan
persentase jumlah Pelataran dan jumlah berkas permohonan, Pelataran pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Gowa mendapatkan jumlah persentase sebesar 0,15%
berdasarkan perhitungan jumlah Pelataran dan jumlah berkas permohonan. Dari jumlah
persentase tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasannya Pelataran di Kantor
Pertanahan Kabupaten Gowa belum dapat memberikan dampak yang signifikan dalam
percepatan pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa

2. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan
masyarakat berdasarkan pengukuran pendapat masyarakat tentang pelayanan publik
yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat. Dari hasil survei Indeks
Kepuasan Masyarakat melalui program Pelataran yang telah dilaksanakan dengan 30
responden pemohon Pelataran. Diperoleh hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat
pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, hasil nilai Survei Indeks Kepuasan
Masyarakat adalah sebesar 85,185 dan termasuk dalam kategori Baik. Dari hasil
tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasannya pelaksanaan Pelataran di Kantor
Pertanahan Kabupaten Gowa sudah berjalan cukup baik namun masih diperlukan
beberapa peningkatan kualitas pelayanan, agar masyarakat dapat menerima pelayanan

sebaik dan semaksimal mungkin.
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3. Kendala dan Solusi Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa dalam melaksanakan
tugas Pelataran diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan dan bahan evaluasi
agar pelayanan dalam hal ini Pelataran pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa dapat
megalami peningkatan dari segi kualitas pelayanannya kepada masyarakat.
Dikarenakan pegawai yang bertugas Pelataran merupakan ujung tombak pelayanan
maka penting untuk mendengarkan kendala dan solusi pegawai tersebut agar dapat
meningkatkan kualitas layanan kedepannya. Kendala yang dirasakan ialah kurangnya
pemohon Pelataran dan juga masih terbatasnya layanan yang dapat ditawarkan mellui
Pelataran, solusi nya adalah melakukan sosialisasi mendalam kepada masyarakat agar
lebih mengenal pelayanan Pelataran.

4. Respon pegawai merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pelayanan publik.
Berdasarkan respon yang telah didapatkan melalui wawancara kepada pegawai
Pelataran tersebut ditemukan beragam respon, baik pegawai yang merespon tugas
Pelataran dengan antusias dan terdapat juga pegawai yang merespon dengan biasa saja,
hal ini dapat dijadikan bahan evaluasi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa agar
respon pegawai tersebut dapat ditindak lanjuti sehingga dapat meningkatkan kualitas

pelayanan dalam hal ini Pelataran di Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa.

B. Saran

1. Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa harus lebih memperhatikan mengenai sosialisasi
Pelataran agar masyarakat yang belum mengetahui mengenai program baru tersebut
dapat lebih mengenali jenis layanan apa saja yang ditawarkan oleh kantor pertanahan.
Sosialisasi dimaksudkan agar jumlah pemohon Pelataran dapat lebih bertambah dari
jumlah pemohon yang telah ada.

2. Bagi Kementerian ATR/BPN harus menambahkan jenis layanan yang dapat
ditawarkan kepada masyarakat melalui Pelataran agar dapat lebih menarik perhatian
masyarakat calon pemohon Pelataran, dan juga Kementerian dapat menambahkan

sosialisasi Pelataran baik itu melalui banner maupun sosialisasi di media sosial.
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